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DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
BUPATI IUOROWALI,

bahwa rangka meningkatkan tertib pengelolaan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali perlu ada
ketentuan teknis penghapusan Barang Milik Daerah, sehingga,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Iqbupaten Morowali tentang
tata Ca.*a Bamng Milik Daerah Pemerintah I(abupatm Morov;ali.

Undang-Undang Nomor 5l Tahun 1999 tenta-ng Pembentukan
Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali cian Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 779, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undalg
Nomor 11 Tahun 2OO0 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun lgqg Tentang Pembentukan Katrupaten Buol,
Kabupaten Morowali darr Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 78,
,T'^*L^L^- r ^*l^^-^- f,T^-^-^ D^-,,1^t:l- r-l^-^^:^ tT^*^- tnAr.t.rcurlU€utalr rJt-rrtUcu cul rrUBatl €r l\LlJLtiJrrh lrllrurlLSr4 rlUlllut J7(J(Jr,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Talun 2014 Nomor
244, -l'afibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahurr 2O14 tentang Pengelolaan
Barang l"lilik lJegara/ Daerah (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaaa Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O76 Nomor 5471;
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Morowali
(Lembaran Daerah Kabnpaten Morowali Tahnn 20O9 Nomor 011,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowa-li Nomor 0139).
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Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH.

11.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ada-lah Kabupaten l,{ororvali.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalilal Rakyat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seiuas-iuasnya
dalam sistem dal prinsip Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemr:rinta,han rla-erah yang memimpin pela,k san aan llrusan pemerinla.han
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Morowali.
Dervan Persakilan Rakyat Daera-h yang sela-njutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.
Sekretaris daerah ada-lah Sekretaris daerah Kabupaten Mcrorvali;
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
Pengelola Ba,rang adalah pejabat y€rng berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerai selalu pengguna
angga,ran,/pengguna barang, yarg juga melaksanalan pengelolaan keuangan
dan aset daerah.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang
rr:l:t, n^ ^-^1^ttr\\tt\ LJCLLI cl)r.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat O ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH adalah perangkat daeral selaku Pengguna Barang.
Unit ker;a acialah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
Pengurus Ba-rang adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkal, menatausahakan dan mempertanggungiawabkan
barang milik daerah pada Perangkat Daerah.
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian seca.ra independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikin5,a.
Penilaian adatah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas
suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
Pengeioiaan Ba-rang Milil< Daerah adalah keseluruhaa kegiatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dal pengangga,ran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan rian
pengendalian.
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Penjua-lan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak
lain dengan menerima penggantiar dalam bentuk uang.
Hibah adaiah pengaiihan kepemiiikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintair Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, anta-r
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian.
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkaa fisik dan/atau kegunaan
Rarang Milik Daerah.
Penghapusan adalah tindakan menghapus Ba-rang Milik Daerah dari da-ftar
barang dengan menerbitkal Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
m-ah-h,,cl,on Dpnoorrn,: Elorono A.;a lotott L'rrar.o Dpnrrorrn': R,rronrr Aa^ 141.'tlulJcrb u@r/ u(uq lJ4@1t5 g.'!a,/ q(eq

Pengelola Ba-rang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
.yang berada dalam penguasaannya.
Daftar Barang Viiiik Daerah yang seianjutnya disingkat DBMD adaiah dajtar
yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah
daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yalg digunakan oleh masing-
masing pengguna barang.
f)attar Barang Pengelola 5rang selanjutnya disingkat dengan DBPL adaiah
daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yalg berada dalam
penguasaan Pengelola Ba-ra.rrg.
Laporan Barang Pcngguna 5iang sclanjutnya discbut LBP adalah laporaa
yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik
Daerah pada awa-l dan alhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan
serta mutasi yang te{adi seiama periode tersebut.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam altara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, baniir, kekeringan, angin
topan dan tanah longsor
Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
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Peraturan Bupati ini meliputi
Milik Daerah (BMD) pada :

a. pengelola Barang; dan
b. pengguna Bamng.

Pasal 2

tata cara pelaksanaan Penghapusan Baralg

BAB II
PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah terdiri atas :

a. Pcngclola Barang, untuk Barang l'Iilik Dacrah bcrupa :

l. tanah daa/atau bangunan yang diserahkaa oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang; dan



2. tanah dan/ata,a banguna:r dan sela;n tanah danrl atau bangunan yang
berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan
Pengelola Barang.

b. Pengguna tlarang, untuk tsarang Milik Daerah yang status penggunaannya
berada pada Pengguna Barang berupa :

i. tana-h dan/atau bangunan;

2. sebagian tanah dan bangunan;

3. selain tanah dan/ atau bangunan.
(2) Barang Milik Daerah selain tanah d,an/atau bangunan sebagai6s116 dimaksud

pada ayat (1) termasuk Barang Milik Daerah berupa perangkat lunak
(software) komputer, lisensi, waralaba, paten, hak cipta, dan hasil
kajian/pengembangaa yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagtan Kedua
Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Pengelola Barang

Pasal 4

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah
berwenang dan bertanggungiawab :

a. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;

b. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah; dan

c. menyctujui usul Pcmindahtanganan, Pcmusnahan, dan Pcnghapusan
Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.

(2) Sei.setans Daerah selaku Pengelola Barang memlllki ke';;enangan dan
tanggung jawab :

a. mengatur pelaksanaan Penghapusari Barang Milik Daerah yang ada pada
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;

b. melaksanakan Penghapu san Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola
Barang dari Daltar Barang Pengelola (DBPL) setela-h mendapat persetujuan
Bupati berupa Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan.

c. menerbitkan Keputus.rn Penghapusan Barang Miiik Daera.h yang ada pada
Pengguna Barang dari Daftar Ba-rang Pengguna (DBP) untuk penghapusan
Ba-rang Milik Daerah karena:

1. pengalihan status penggunaan;

2. pemindahtanganan; atau

3. pemusnahan.



d. menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Miiik Daerah yang ada pada
Pengguna Barang dari Dafta-r Barang Pengguna (DBP)
setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk penghapusan
Ba-rang Miiik Daerah selain karena Pengaiihan Status Penggunaan,
Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada
huruf c.

(3) Kewenalgaa dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsiona-l dilaksanakan oleh
Kepaia BPI(AD.

(4) Kepala BPKAD atas nama Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat
etrrrlzrlrcl rli linolzrrnoan RPkArl rrntrrlz mplolzoonoLon t.a,,,-^-^--^ .t^^

tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragral 2
Pengguna Barang

Pasal 5

(1) Kepaia Organisasi Perangkat Dacrah seiaku Pengguna Barang memiliki
kewenangan dan tanggung jawab:

a. mengajukal usul Pemusnahan Barang Milik Daerah yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang kepada Bupati;

b. melaksanakan Pemusnahan Barang Milik Daerah yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Ba-rang setelah mendapat
persetujuan Bupati; dan

c. mengajukan usul Pemusnahan daII Penghapusan Ba-rang Milik Daerah.

2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Ba-rang dapat
menun-iuk pejabat untuk melaksarakan kewenangal dan tanggung
jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana
dimaksuC pada ayat (2) ditetapkan oleh Flepaia Organisasi Perangka.t Daerah
sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB III
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PADA PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasa,l 6

(1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL
setelah mendapat persetu-iuan dari Bupati berupa Surat Keputusan Bupati
tentang penghapusan.

(2) Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengelola Ba-rang karena:



a. beralihnya kepernilikan, sebagai al<ibat dan :

1. pemindahtangalan; dan

2. adanya putusan pengadilan yalg telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

b. sebab-sebab 1ain.

(3) Selain alasarr sebagaima-na dimaksud pada ayat (2), Penghapusan Ba-rang
Milik Daerah dari DBPL dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada
Pengguna Ba-rang atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b, merupakan
sebab-sebab y.rng seca-ra normal dapat diperkirakan wqlar menjadi penyebab
penghapusan, antara lain misalnya hilang karena kecurian, terbakar,
susut, menguap, mencair, terkena bencanaalam, kedaiuwarsa, rusak berat,
dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanamanlhewan/ ternak, serta
terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(5) Pemindaitanganan sebagaimana dimalsud pada ayat (2) huruf a angka I
antara lain berupa penjualan, hibah, tukar menukar, penyertaa-n modal;

(6) Barang Milik Daerah Rusak Berat, kedaluwarsa, darl hewan yang majir
(mandul) /tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
ditindaklanjuti dengan penjua-lan.

(7) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil
peniualan ke kas daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Penghapusan Pada
Pengelola Barang Karena

Pemindahtanganan

Pasai 7

(1) Terhadap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang dilakukan
Pemindahtanganan. Pengelola Barang melakukan Penghapu san Bararig Milik
Daerah dari Daftar Barang Pengelola setelah mendapatkan persetujuan dari
Bupati.

(2) Pcnghapusan Barang l'{iiik Dacrah sebagaimana dimatrisud pada ayat (1)

dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terim a antara Pengelola
Barang dan pihak lain.

Bagian Ketiga
Penghapusan Pada Pengelola Batang Karena Adanya Putusan Pengadilan
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada

Upaya Hukum l,ainnya



Pasa.l 8

(l) Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena
adan,ya putusarl pengadilan -vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dal sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Pengelola Ba-rang
melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.

/ )l Lr---l;r;-- .'-h^^-;-,,-- ,li^,,1,-,,,1 n,trla qtrot / I I '-al;h,,r;r!u(6crr,4ru Puuq qJ qr

a. penelitian data dan dokumen Ba-rang Milik Daerah;
l' ^--al;+;^6 +arl.'^rlan ici nrr+"cnn 6a-d^,1;l^h +arl.^it a^r^6a lrrilil, l\aarnl"r

sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan (on site asrt), jika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek putusan
pengadiian dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Penghapusan.

4) Dalam hal melaksanakan penelitiaa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.

5) Hasil penelitian Panitia Penghapusaa dituangkan dalam bentuk laporan
hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

6) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4l,,

Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Bupati.

7) Apabiia memcnuhi syaiat dan ketentuan peraturan perundang-undaagan,
Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Ba-rang
Milik Daerah.

8) Berdasa,rkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan
Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL.

Bagian Keempat Penghapusan Pada
Pengelola Barang Karena Sebab-

Sebab Lain

Pa cal O

(1) Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena sebab-sebab
lain sebagarmana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat(4| Pengelola Barang
melakukan penelitian terhadap Ba,rang Milik Daerah tersebut.

(2) Pcneiitiarr sebagaimaila dimaksud pada ayat (1) mcliputi:

a. penelitian data dan dokumen Ba-rang Milik Daerah; dan

b. penelitian lapangan (on srTe rzsit), jika diperlukan'

(3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud_ pada ayat
(2) Pengelola Barang ditlaIltu oleh Tim Penghapusal Barang Milik Daerah'

(4) Hasil penelitian Tim Penghapusan Ba,rang Milik Daerah 
- 
dituangkan

ddam bentuk laporan hasil peneliti an dan disampaikan kepada Pengelola

Barang.



(5) Berdasarkaa laporan hasil peneiitian sebaga-rmana dimaksud pada ayat (4J,
Pengelola Barang mengajukaa usul kepada Bupati untuk menghapuskan
Barang Milik Daerai.

(6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Bupati dapat menyetujui dart menetapkan Keputusan Penghapusan Barang
Ir;liL n-ar-h

(7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6|, Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang
Milik Daerah dari daftar barang pengelola.

Flaoian l{elirna

Penghapusan Pada Pengelola Barang
Karena Penyerahan Kepada Pengguna Barang

Pasal 1O

Terhadap barang milik daerah pada Pengelola Barang yang dilalukan
penyerahan kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan
Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengelola berdasarkan :

a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
kepada Pengguna Barang; dan

l' Et^;r^ A^^-^ e--^t T-;-^ A^-^6^ lrilil. n^--^t ^-+^-^ D--^61^l^ D^-^-^ ,^-(,. r-,Lrrlcf ,ruan(l uLr <lar r\,r rla t)<4 cuLti rvfrr1A rJcl\,r <,ur ou1r,cua 1r.r16Lrur.1 ucu<!16 uarr

Pengguna Barang.

Bagian Keenam
Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Melaksalakan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

Pasal ll
(1) lerhadap Lla-rang Miiik Daerah yarg harus dihapuskan karena mela-i<sanal<an

ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang melakukan
penelitian terhadap Barang Milik Daerah tersebut.

(2) Dalam hal melaksanakaa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pengelola Barang dibaltu oleh Panitia Penghapusan.
(3) Pcnclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (li mcliputi:

a. penelitian data dan dokumen Ba-rang Milik Daerah; dan
r- -^-^l:.;^- I^-^--^- l^- ^:.^ ..i^i+l :;1.^ I:-^-1,,1.^-rJ. lJ( lrLlrLtcur ta-Lro-r t6a-1t (url \>lrs uaottl) Jtl\.1 rrlPlr luAarr.

(4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil
penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pengelola Barang meminta persetujuan kepada Bupati untuk Penghapusan
atas Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.



(6) Apabila memenuhi si/arat dan ketentuan peraturan perundang undangan,
Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang
Milik Daera,h.

(7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Miiik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang
Milik Daerah dari daftar barang pengelola.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MII,IK DAERAH

PADA PENGGUNA BARANG

Bagran Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 12

Penghapusan Barang l,{iiik Daerah pada Pengguna Bluilng Cila.kukan dalam hal.
Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

Pasal 13

(1) Penghapusan Ba-rang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan
cara menghapus barang milik daerah dari daftar baralg pengguna.

(2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah dari
Pcngclola Barang yang tclah mcndapatkan pei'setujuan Bupati scbagaimaaa
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufb.

(3) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud paria ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan Keputusan penghapusal Ba-rang Milik Daerah dari
Pengelola Ba-rang untuk penghapusan Barang Milik Daerah karena pengalihan
status penggunaan, pcmindahtangaaaa, atau pcmusnahan.

(4) Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna dilalilkan
sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

a. penyerahan kepada Pengelola Ba-rang;

b. pengglitlan status penggunaar Barang Milik Daerah kepada Pengguna
Barang lain;

c. Pemindah t.anganan;

d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatal hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

e. ketentuan peraturan perundang-undangan;

f- pemu snah an; atau

g. sebab-sebab lain.

(5) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan
sebab-sebab lain yang secara norrnal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab penghapusan, anta,ra lain misalnya hilang karena kecurian,
terhakar,susu{, menguap, mencair, terkena hencana alam, kedah]warsa, rusak
berat, dan matilcacat berat/tidak produktif untuk tanam an /t:estan / ternak,
serta terkena dampak dari te{adinya fore mnjeure.



(6) Pernindahtanganan sebagairnana dirnal<sud pada ayat (4) huruf c antara lain
berupa penjualan.

(7] Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada a5rat (41 huruf g -iuga termasuk
penghapusan atas koreksi kesalahan pencatatan Barang Milik Daerah yang
akan dijelaskan pada Bagian tersendiri.

(8) tsarang milik daerah Rusa-k Berat, kedalu.rarsa, dan he.ivan yang rna.jir/ tidak
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengaa
penjualan.

(9) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risa_lah lelang dan bukti setor hasil
penjualan ke kas daerah, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan
Floron c h, ili l. rlap.-h

Bagian Kedua
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Penyerahan

barang Milik Daerah Kepada Pengelola Barang

Pase,l 14

(1) Penghapusan ba-rang milik daerah dari Daftar barang pengguna oleh Pengguna
Bara-ng karena penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang
dilakukan berdasarkan :

a. Surat Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang
menyatakan penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas darr fungsi Perangkat Daerah, dan
tidak sedang dimanfaatkan Pihak Lain. Surat tersebut dilampiri dengan
daftar rincian Barang Milik Daerah yang diserahkan sekurang-kurangnya
meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan,
nilai buku dan,/ atau nilai perolehan; dan

b. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pengguna Barang
dengal Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola
Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima
ditaldatangani dengan meiampirkan Berita Acara Serah Terima penyerahan
Baraag Milik Daerah kepada Pengelola Barang.

(3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagairnana dima-ksud pada ayat (2),
Pengelola Barang melakukan pemuktahiran pencatatan Barang Milik Daerah
pada Dafta-r Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 15

(1) Perubahan da-fta:: barang pengguna sebagai a-kibat da-ri penyerah::n tsarnng
Milik Daerah kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam LBP baik
Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan
Ba,rang Milik Daerah dari Pengguna Baraag kepada Pengelola Barang harus
dicantumkal dalam Laporan Semesteral dal Laporan Tahunan.



Bagiar Ketiga
Penghapusan Pada Pengguna Barang

Kar en a P emindahtan gan an

Pasal 16

(1) Terhadap Barang Miiik Daerah pada Pengguna Barang yang diiakukan
Pemindahtanganan, Pengguna Bararrg melakukan penghapusan Barang Milik
Daerah dari DBP setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola Barang.

(2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara pengguna
Barang dan pihak lain.

Bagian Keempat
Penghapusan Pa<ia Pengguna Barang Karena

Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Kepada Pengguna Barang Lain

Pasal 17

(i) Penghapusan Ba-rang Milik Daerah darr Da-ftar Barang Pengguna oleh
Pengguna Barang dilakukan berdasarkan :

a. Keputusan Bupati mengenai Pengalihan Status Pengunaan Barang Milik
Daerah kepada Pengguna Barang lain.

b. Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik
Daerah karena Pengalihan Status Penggunaan.

c. Berita Acara Serah Terima anta-r Pengguna Barang yang diketahui
Pembantu Pcngclola Baralg.

(2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola
Barang paling lama 1 (satu) bular sejak Berita Acara Serah Terima
ditandatangani dengan Berita Acara Serah Terima pengalihan status
penggunaan Barang Milik Daerah.

(3) Berdasarkar laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Daeralt
pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 18

(1) Perubahan Dafta-r Barang Pengrrna sebagai akibat dar-i Penghapusan karena
pengalihan status penggunaan Ba,rang Milik Daerah harus dicantumkan
dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna
D^-^-^
^r4r.u16.

(2) Perubahan Dafar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan
karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah harus
dicantumkan dalam Laporan barang Milik daerah Semesteran dan Laporan
Tahunan.



T2

Bagian Kelima
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Adanya putusan pengadilan

Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya
Hukum l,ainnya

Pasal 19

(1) Pcngguna Barang mcngajukan usul penghapusan Barang l"{i1ik
Daerah kepada Bupati c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
b. data Rarang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,

sekurang- kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode
lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan / atau nilai
nerolehe n

(2) Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangn.ya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putus€rn pengadilan yang telah
dilegalisasi / disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotocopy dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
(3) Pengelola Barang untuk melakukan penelitian atas

permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(a) Dalam hal melaksa;rakan penelitian sebagaimana dimaksud paCa
ayat (21 Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan Barang
Milik Daerah.

(5) Penelitian sebaga-imara dimaksud pada ayat [3) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen Ba-rang Milik Daerah;
h nanelit ion terl"r.;tl,;n ici nlt,rso- npnao,lila- tarl,nit P,'.on- 

^,1;l;L
Daerah sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh
kekuatal hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
riarr

c. penelitian lapangan (on site t 'rsrt), jika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian anta,ra Ba-reng Milik Daerah yang menjadi objek putusan
pengadilan dengan Ba-rang Milik Daerah yang menjadi objek
permohonan Penghapusan.

(6) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk
laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Ba-rang.

7) Berdasarkan laporan hasil pcnelitian scbagaimala dimaksud pada
ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan
kepada Bupati.

8) Apabila memenuhi sya-rat dan ketentuan peraturan pemndang-
undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan
Penghapusan Ba-rang F'4ilii< Daerah.

9) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan
Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBP.
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Pasal 2O

1) Pengguna Ba-rang menyampaikal laporan Penghapusan kepada
Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan
Penghapusan Ba-rang tuiiiik Daerah riitanciatangaai dengan
melampirkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.

)) Rerdasarkan Ianoran Penqhantrsan cehaoairnana dirnalzsrrd nqdq
ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari
Daftar Baang Milik Daerah.

Pasal 21

Penghapusan sebagajmana dima-ksud dalam Pasa,i 19 han;za dilakuka:r
karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatal
hukum tetap dart sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat
tiiiakukan oieir Feinerintah Daerah.

Pasal 22
Ill Dprrrhohon r\oftor trlorono Denoorrno aphoooi oltihar A,;ri Pcnohanrrcrn

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan
Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada
Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulaa sejak Keputusan
Penghapusan Barang Milik Daerah ditanCatangari dengan melampirkan
Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(4) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, Pengelola Ba-rang menghapuskan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Milik Daerah.

Flooion Ilpcn a rn

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena
Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 23

(1) Pengguna Ba,ra-ng mengajukal permohcna:r Penghapusa-n
Ba-rang Milik Daerah kepada Bupati c.q. Pengelola Barang
yang sekurang-kurangnya memuat:

a) pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan

b) data Baraag Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
sekurang- kurangnya meiiputi jumlah, kode barang, kode iokasi,
jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

(2) Pengelola Ba,rang rneiakukan penelitian terhadap perrnohonan' 
Penghapusan Barang Milik Daeral dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada aYat (1).

(3) Dalam hal melaksaaakan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Pengelola Barang dibaatu oleh Panitia Penghapusan Barang
Ilrilil- Iloaroh

(4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk' 
laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang'
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(5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4]l, Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan
kepada Bupati.

(6) Apabila memenuhi si,a-.at Can krtentua-n peraturan pcrunda.ng-
undangaa, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan
Penghapusan Barang Milik Daerah.

(7) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) sekuralg-kurangnya memuat:

a. Data Baiang Milik Dacra,h yarlg disctujui untuk dihapuskan,
yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,
kode lokasi, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai
buku rianT atau nilai peroiehan; <ian

b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
Ddhdh^-rrd^h t.-h^,{^ pIh^ti 

^ ^ D-6^-t^t^ D^-^--
^LP€rua usyaLl L.q. , ur,5L(/r4 L,.rt.]rla.

(8) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4). Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik
Daerah da-ri DBP.

(9) Pengguna Barang menyampaikan taporan Penghapusan kepada
Pengelola Ba-rang paling lama I (satu) bulan sejak Keputusan
Penghapusan Barang Milik Daerah ditandatangani dengaa melampirkan
Kcputusan Penghapusan Barang Milik Daerai.

(10) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
a5,at (9), Pengelola Ba-rang menghapuskan Ba-rang Itlilik Daerah dari
Dafar Barang Milik Daerah.

Pasal 2:l

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan
Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP haik
Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan DaIar Barang Milik Daetab sebagai akibat dan
Penghapusan Bararrg Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan
Semesteran dal Laporan Tahunan.

Bagran I(etujuh
Penghapusan Pada Pengguna Baralg Karena Pemusnahan

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 25

(1) Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dapat
dilakukan dalam hal :

a. Ba-rang Milik Daerah tidak dapat digunakan,tidak dimanfaatkan,
dan tidak dapat dapat dipindahtangankan; atau

b. terdapat alasan lain sesual ketentuan perundaag- undangan.
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(2) Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh
Ba-rang setelah mendapat Persetujuan Bupati.

(3) Pelalsanaan Pemusnahal dituangkan dalam berita
diiaporkan kcparia Bupati.

Pengguna

acara dan

(4) Pemusnahan dilalukan dengan cara dibakar, dihancurkan,
ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuoi dengaa ketentuan
perundang-undangan.

(5) Dalam hal cara pemusnahan tidak dapat dilakukan dengan cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) maka proses pemusnahan
dilakukan dengan cara pembiaran dengan menyebutkan
rterfirn ha n cra n nrra

Paragral 2
Usulan Pemusnahan dan Penghapusal

Pasal 26

(1) Pengguna Barang mengajukan usul Pemusnahan dan penghapr.rsa,n
Barang Milik Daerah kepada Bupati c.q. Pengelola yang sekurang-
kurangnya memuat:

a. pertimbangan, alasan, dal cara pemusnahan yang akan
dilakukan Pengguna Barang;

b. data Barang Milik Daerah -vang dimohonkan untuk dihapuskan,
yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,
kode lokasi, jenis, jumlah, kondisi, lokasi, nilai buku dan/ atau nilai
perolehal;

c. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna
Barang sekurang-kurangnya memuat:

1) identitas Pengguna Barang;

2) pernyataan mengenai tanggung jawab atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan

3l pernyataan bahwa Barang Milik Daerah tidak lagi dapat
digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan, atau
bahwa Ba-rarg Milik Daerah harus dilakukan Pemusnahan
berdasarkal amanat ketentuan peraturan perundang-undalgan.

d. fotocopy bukti kepemilikan Barang Milik Daerah (untuk Barang
Milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan);

e. fotocopy Kartu Inventaris Ba-rang (KIB) yang mencantumkan Ba-rang
Milik Daerah yang akan dimusnahkan; dan/atau

f. fctccopy Baralg Milik Daerah yang diusulkan pemusnahannya.

(2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimatsud pada ayat (1)

huruf d tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti
dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjiaa jual beli, RKA, DPA, DPA
Perubahan, dokumen pembaya.ran, dan dokumen perolehan
lainnya ya::,g dapat dipersamakan dengan i+.u.
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Paragral 3
Persetuj uan Pemusnahan

Pas l27
(1) Bupati memerintahkan Pengelola Barang c.q. Panitia Penghapusan

untukmela-kukan penelitian terhadap pennohonan pemusnahan
Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang.

(2) Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap usul
pcrtrusnaha-rr tsarang iVlilik Daerah.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pcnclitian kclayalian pcrtimbangan, alasal daii ca,a

Pemusnahan yartg akan dilakukan Pengguna Barang;

b. penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai
tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas
Barang Milik Daerah, kondisi, penetapan status penggunaan,
jumlah, bukti kepemiiikan (untuk Barang Miiik Daerah yang
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), nilai buku
dan /atau nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik atas Barang Milik Daerah yang dimohonkan
untuk dilakukan Pemusnahan.

lAt trla-.I^-nrl.an l^6^F^6 Lrncil Da66l;+;^- ,l^; D^-;+;^ D66^!a^n',-,'-
t ,, uLr \rcro< rA@r !.rlJvr o r r rr6arq}Juo.r,,

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan
rekomendasi kepada Bupati untuk menentukan disetujui atau tidalnya
usul Pemusnahan.

(5) Datam hal usul pemusnahan tidak disetujui Bupati, Pengelola
Ba-rang menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengguna
Barang dengan disertai alasannya.

(6) Dalam hal usul Pemusnahan disetujui, diterbitkan Keputusan Bupati
tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah.

(71 Keputusan Pemu snahan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:

a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dimusnahkan,
meliputi tahun pcrolehan, kodc barang, kodc lokasi, spcsifikasi
teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk mclaporkan pclaksalaan
Pemusnahan kepada Bupati c.q.Pengelola Barang.

Pasai 28

(1) Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pemusnaian Barang Milik
Daerah kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan
sejak Keputusan Pemusnahan Barang Milik Daerah
ditandatangani Bupati dengan melampirkan Berita Acara
Pemusnahan Earang lt"lilik Daerah.
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{2) Berdasarkan laporan pemusnahan dan Berita Acara
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola
Barang menetapkan Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah
dari Daftar Rarang Pengguna.

Pasal 29
(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akjbat Cari penghapusan

Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam - 
Laporan

Semesteran maupun Laporan Tahunan pengguna Barang.
(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari

Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan
Semesteran dal Laporan Tahunal Pengeloia Ba-raxg.

Bagtan
Kedelapan

Penghapusan Pada Pengguna Barang Ka-rena Sebab-Sebab Lain
Pasal ,10

(1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah
karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (4) kepada Bupati c.q. Pengelola Barang yalg sekurang-
kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan

b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
yang sekurartg-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,
kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/ atau
nilai perolehan.

(2) Pengeloia Barang meiakui<an peneiitian terhadap usul Penghapusan
Barang Milik Daerah dari Pengguna Ba-rang .

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {2} meliputi:

a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah; dan

b. penelitian lapa,nga.n (on site visiti, jika diperlt-tka-n.

(a) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan Barang Milik
Daerah.

(5) Hasil penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan
dalam bentuk laporan hasii peneiitian dan disampaikal keparia
Pengelola Barang.

(6) Berdasarka-n laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk
menghapuskan Barang Milik Daerah.

(7) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan pemndang-
undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan
Penghapu san Barang Milik Daerah.

(8) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada avat (6), Pengguna Barang melakukan
Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBP.
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Bagian
Kesembilan

Penghapusan Pada Pengguna Barang atas Koreksi
Kesalahan Penca-tatan

Pasal 31

Penghapusan Barang I',,Iilik Daerah atas Koreksi Kesalahern
Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) meliputi :

a. koreksi atas Ba-rang Milik Daerah yang tercatat dalam Da,ftar
Ba-rang Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen
perolehan lainnya serta tidak ada eksistensi barangnya;

b. korcksi atas tanah jrang tcrcatat dalam Daftar Baiang Pcngguna,
diasumsikan perolehannya berasal dari hibah/penyerahaa Pihak Lain,
tetapi tidak ada dokumen hibah/perolehan lainnya, penggunaan d€rn
penguasaan atas tanah tersebut berada pacla Pihak Larn;

c. koreksi atas tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna pada
Organisasi Perangkat Daerah, narnun tanah tersebut digunakan dan
dikuasai Pemerintah Desa, dan dokumen kepemilikan tanah
bersertipikat atas nama Pemerintal Desa;

d. koreksi atas Ba-rang Milik Daerah yang tercatat dalam Daftar
Barang Pengguna berupa bangunan lama yang sudah
dibongkar/dimusnahkan dan digantika;r dengan bangunan baru.
Contohnya anta-ra lain Gedung Sekolah dan Rumah Dinas Guru yang
sudah dibongkar namun belum dihapuskal);

e. koreksi atas Barang Milik Daerah yang sudah musnah akibat kebakaran
tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang MiUk Daerah/Buku
lntrontaric'

f. koreksi atas Ba-rang Milik Daerah akibat ketidaksesuaian asumsi
misalnya perencanaan/ DED yang semula dicatat sebagai Konstruksi
Dalam Pengerjaan tetapi tidak terealisir bangunannya; atau

g. Koreksi atas Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan/diberikan
kepada masyarakat tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang Milik
Daerah/Buku Inventaris. Contohnya antara lain Mesin Jahit yang telah
dihibahkan ke masyarakat nalrlun belum dihapuskan).

Pasal 32

Pcnghapusan atas Koreksi Kcsalahan Pcncatatan scbagaimana dimalisud
dalam Pasal 3 1 dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah
atas Koreksi Kesalahan Pencatatan kepada Bupati c.q. Pengelola Barang
yang sekurang- kurangnya dilengkapi:

1. pertimbangan dan alasan Pcnghapusan;

2. data Ba,rang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,
yang seku rartg-ku rangnya meliputi tahun perolehan, kode- barang,
kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dart/ atau
nilai perolehan;

3. Dokumen pendukung sesuai dengan peruntukann5ia.
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b. Pengelola Barang melakukan penelitiaa terhadap usul penghapusan
Barang Milik Daerah karena sebab-sebab lain dari Pengguna Barang.

c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
1. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah; dan

2. penelif ian lapangan (on sile ulsitl, jika diperlukan.

d. Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada
huruf c Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan Barang Milik
Daerah.

e. Hasil penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan
daiarn bentuk laporan hasil peneliiian dan tiisarlpaikal kepada
Pengelola Barang.

d. Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
huruf c, Pengelola Ba-rang mengajukan usul kepada Bupati untuk
menghapuskan Barang Milik Daerah.

e. Apabila memenuhi syarat dan ketentuax peraturan perundang-
undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan
Penghapusan Barang Milik Daerah.

f. Berdasarkan Keputusan Penghapusan Ba-rang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Ba-rang melakukan
Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna.

Pasal 33

(1) Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dari Penghapusan
Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan
Semesteran maupun Laporan 1'ahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari
Penghapusan Barang lr{iiik Daerah har:us dicantumkan dalam Laporan
Semesteran dan Laporal Tahunan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku permohonan Penghapusan
Barang Milik Daerair ]'ang telah diajukal oleh Pengguna Barang
kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan Bupati, proses
selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini
diundangkan.

KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 35

mulai berlaku pada tanggal

Agai setiap orang
Peraturan Bupati ini
Kabupaten Morowali.

mcngctahuinya, memerintahkan
dengan penempatannya dalam

pcngundangan
Berita Daerah
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Diundangkan di Bungku
pada tanggal p7 .i.llel,VSer 2o(g
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